BAB 111
PENGGUNAAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN PADA AKAD
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI INDONESIA MENURUT KONSEP

HUKUM INDONESIA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Penggunaan Jaminan Fidusa dalam pembiayaan murabahah pada
perban (an & eviah

Bank Syariah ebagai lembaga keuangan mempunyai prinsip yang jelas
dalam menyaurkan de ~anya. Penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah
harus memiliki suatu lembcye j7minan yang dapat menguatkan kedudukan Bank
Syariah dalam memperoleh kembali 't~ a.na yang telah disalurkan. Pembiayaan Al-
Murabahah merupakan salah satu peryalur~: dana yang dilakukan Bank Syariah
yang berasal dari Debt Financing.

Debt Financing yang termasuk dalam objd . c¢-.cupannya adalah barang
dengan barang, uang dengan barang, barang dengan uanj ¢.n uang dengan uang.
Objek barang dengan barang dan uang dengan uang tidak dimasukkan dalam
penyaluran dana pada Bank Syariah karena kedua objek itu menimbulka riba fadhal
dan riba nasi’ah, jadi yang termasuk dalam debt financing yang dilakukan oleh Bank
Syariah dalam menyalurkan dana dengan hala dan menghindari riba adalah dalam

bentuk barang dengan uang dan uang dengan barang.

! Debt Financing merupakan salah satu kategori penyaluran dana dalam Perbankan Syariah
dan bentuk lainnya dari bentuk kategori penyaluran dana Bank Syariah adalah equlity Financing
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1. Pembiayaan Al-Murabahah
Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan cara jual
beli. Dalam Islam melarang riba dan menghalalkan jual beli sebagaimana yang
terkandung dalam Al-Qur’an dalam surah Al-Bagarah ayat 275, “dan Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Begitu juga yang diriwayatkan oleh ibnu majah dalam hadistnya yang berbunyi:
“Segala ket :ndae’, si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik
yang sudah ada maupr.' yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan
untuk segala perikatan | ~rseorangan”.?

Transaksi murabahah Licsa dicunakan pada masa Rasullah S A.W. dan para
sahabat.

Bahwa transaksi murabahah bearti <oy penjualan barang seharga barang
tersebut ditambah keuntungan yang disepake.i- M entrut Udovitch yang menyatakan
bahwa Murabahah adalah bentuk jual beli dengan kon.i<,.?

Bank Syariah pada umumnya mengadopsi mural an-.1 untuk memberikan

pembiayaan jangka pendek kepada nasabah guna pembelian barang. Ciri dasar

2 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah: Konsep,
Produk dan Implementasi Operasional (Djambatan; Jakarta, 2003), h. 66.

3 Abdullah Saeed, menyoal Bank Syariah : Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-
Revivalis, (Islamic Banking And Interest : A Sudy of Riba And Its Contemporary Interpretation)
Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 119.
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kontrak murabahah (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah sebagai
berikut :4
a. Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait, harga asli barang dan
batas laba (mark up) yang ditetapkan dalam persentase dari total harga plus
dan biaya-biayanya.
b. Apayang dijua merupakan barang komoditas dan dibayar dengan uang.
c. Apa vang ~serjuabelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual® dan penjual
harus mampu -2 iyerahkan barang pada pembeli.
d. Pembayaran dit: ».gguhkan.

Pada perjanjian mu.anabah bank membiayai pembelian barang yang
dibutuhkan oleh nasabahnya dengan n-.nt~likan barang itu dari pemasok barang dan
kemudian menjualnya kepada nasanah t<.:zbut dengan menambahkan suatu
keuntungan, dengan kata lain, penjualan bara 17 0.<h sank kepada nasabah dilakukan
atas dasar cost-plus profit.°

Dalam murabahah, penjual harus memberitahukan 1arja produk yang ia beli
dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahan. Dengan melakukan transaksi

dengan Bank Syariah, maka nasabah dapat melakukan jual beli dengan pembayaran

4 1bid, h. 120.

5 Tetapi apabila “barang belum dimiliki” oleh penjual maka dapat dilakukan murabahah
kepada pemesan pembeli (murabahah KPP), mengenai murabahah KPP akan dijelaskan selanjutnya.

6 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia (Jakarta: Pusaka Utama Grefiti, 1999), h. 64.
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tangguh atau diangsur, tetapi pada umumnya pembiayaan murabahah dilakukan
dengan pembayaran yang diangsur.

Dalam pelaksanaan transaksi murabahah, bank membelikan terlebih dahulu
barang yang dibutuhkan oleh nasabah pada supplier yang ditunjuk oleh nasabah atau
bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang berdasarkan kesepakatan bank
dengan nasabah dan nasabah membayar dengan sekaligus maupun dengan
mengangsur

Pembiayaan mi. lbahah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh
bank maupun nasabah Adapun rukun dalam melakukan pembiayaan murabahah
adalah sebagai berikut :”

a. Pihak yang mel akukan akad
1) Penjud
2) Pembeli
b. Objek yang dilakukan akad
1) Barang yang diperjualbelikan
2) Harga
c. Akad
1) Serah

2) Terima

7 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Ingtitut Bankir Indonesia, Op. Cit., h. 77.
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Walaupun sudah terpenuhi rukunnya tetapi tidak memenuhi syarat-syarat dari
tigp rukun tersebut, maka rukun tersebut tidak sah. Adapun syarat-syarat yang
diharuskan dalam rukun tersebut adalah sebagai berikut :2

a. Pihak yang melakukan akad harus cakap hukum, suka rela (ridha), tidak
dalam keadaan terpaksa/di paksa/dibawah tekanan.

b. Objek vang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan/dilarang,
bernm anfae*, penyerahannya dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan,
merupakan ha. milik penuh dari pihak yang berakad, sesuai dengan
spesifikasinya a *.ara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

c. Akad dalam pembic,aan murabahah harus jelas dan menyebutkan secara
spesifikasi barang maupun h'rra yang disepakati, serah terima harus selaras
baik dalam spesifikasi barang maurw.» harga yang disepakati, tidak boleh
memasukan klausul yang bersifat met.c:gatuiigkan keabsahan transaks pada
kejadian yang akan datang dan dalam akau tids< r.ombatasi waktu misalnya
jua barang ini kepada anda dalam waktu 12 bulan ser-.ah itu barang menjadi
milik saya kembali.

Sedangkan syarat umum dalam melakukan Ba’i (penjual) murabahah, yaitu :°

a. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah.

b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

8 Ibid.

9 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek, Cet.1, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2001), h. 102.
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c. Kontrak harus bebas dari riba.
d. Penjual harus menjelaskan mengenai segala hal yang berkaitan dengan
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan diangsur.

Dalam jua beli, pihak bank boleh meminta pada nasabah uang muka pada
saat awal pemesanan barang, hal ini dilakukan untuk menunjukan keseriusan nasabah
atas pesanannya

Penc yuna@, uang muka dalam murabahah tercantum dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional Nor«r 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada bagian
kedua nomor 7 yang 1 angatur mengenai uang muka dalam murabahah jo. Fatwa
Dewan Syariah Nasional Nc.iar L3/MSN-MUI/1X/2000 tentang Uang Muka Dalam
Murabahah. Dalam fatwa ini meng Ir=.ka" bahwa uang muka boleh diminta pada
pemesan atau pembeli guna kesungguhan -~ pemesanannya tersebut, penentuan
adanya uang muka dilakukan atas kesepakatar. et ~an a antara kedua belah pihak baik
mengenai besarnya maupun ketentuan-ketentuan lcirny-, seperti : jika nasabah
membatal kan akad murabahah maka uang muka tersebut s¢2a7,a ganti rugi bagi bank
dan jika dari uang muka belum memenuhi kerugian yang dialami oleh bank maka
bank masih bisa meminta kekurangannya dan apabila uang muka terdapat kelebihan
dari kerugian yang dialami bank maka kelebihan itu diserahkan pada nasabah.

Pembiayaan murabahah memiliki bentuk dan sifatnya yang dilakukan oleh

Bank Syariah:
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a. Bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli
barang yang diperlukan atas nama bank dan menyel esaikan pembayaran harga
barang dari biaya bank
b. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat
harga yang disetujui bersama, untuk dibayar dalam jangka waktu yang
disetujui bersama.
c. Pade wakt'. ‘atuh tempo, nasabah membayar harga jua yang telah disetujui
tersebut pada b7, <.
2. Pembiayaan m '.abahah di Bank Syariah
Di dalam perbankan <ycrie a1 istilah pinjam meminjam kurang tepat digunakan
karena pinjam merupakan salah sg u netode hubungan finansial dalam Islam di
samping jua beli, bagi hasil, dan scbag”i=ya Selain itu, dalam Islam pinjam-
meminjam seharusnya merupakan akad sosi¢' L ken akad komersial, artinya jika
seseorang meminjam sesuatu, maka tidak bolen dicyar.kan untuk memberikan
tambahan atas pokok pinjamannya sebab setiap pinjaman ! an, menghasilan manfaat
adalah riba, sedangkan riba haram hukunya. Karena itu dalam perbankan syariah
pinjaman tidak disebut kredit tetapi disebut pembiayaan. Y ang dimaksud pembiayaan
dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang perbankan adalah:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dengan pihak lain, yang mewgjibkan pihak yang dibiayai untuk
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mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil”.

Berkaitan dengan pinjaman ini maka didalam perbankan syariah diterapkan
prinsip al-gard (biaya administrasi) yaitu meminjamkan tampa mengharapkan
imbalan. Artinya akad pinjaman dari bank (mugrid) kepada pihak tertentu atau
(mugrad) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesua dengan
pinjaman. B ank (r«’grid) dapat meminta jaminan atas pinjaman ini kepada mugtarid.
Sedangan gard al-hasw. adalah akad pinjaman dari bank (mugrid) kepada pihak
tertentu atau muqtarid *.tuk tujuan sosia yang wajib dikembalikan dalam jumlah
yang sama sesuai dengan pi:yomon. Pada umumnya pinjaman ini diberikan kepada
nasabah yang betul-betul membuuhk a~ da> berhak menerimanya, dan dalam akad ini
nasabah hanya dikenakan biaya administrasi 5.1

Apabila seorang nasabah datang kepurla han< syariah dan ingin meminjam
dana untuk membeli barang tertentu misalnya, mobi. ‘ta’ rumah maka nasabah ini
harus melakukan jual beli dengan bank syariah. Di sini bar < <, ariah bertindak selaku
penjual dan nasabah selaku pembeli. Jika bank memberikan pinjaman (dalam
pengertian konvensional) kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan,
maka bank tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu. Sebagai lembaga
komersial yang mengharapkan keuntungan, bank syariah tentu tidak mungkin

melakukannya, karena itu harus dilakukan jual beli dimana bank syariah dapat

°Rahmadi Ustman, op. cit, h. 40
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mengambil keuntungan dari harga barang yang dijual dan keuntungan jual beli ini
dibolehkan dalam Islam. (QS. Al-Bagarah (2) :275). Berdasarkan uraian tersebut,
maka prinsip yang tepat digunakan adal ah prinsip murabahah.

Dalam pelaksanaan pebiayaan murabahah dituntut harus memenuhi syarat
dan rukun, di antaranya adalah sebagai berikut:

Syarat-syaratnya
1. Bareg it ~da meskipun tidak ditempat, namun ada kesanggupan untuk
mengadakan be’ ¢ 1g itu,
2. Barangitu milik ~ah penjual atau seseorang,
3. Barang yang diperjue! u~li'.an harus berwujud,
4. Barang tidak termasuk kaiegc i ar diharamkan,
5. Hargajual bank adalah harga beti dit274 ah keuntungan,
6. Hargajual tidak boleh berubah (QS. A:» Nisa 4} : 29)
7. Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakcti peroama
Rukun: 1. Sgat ijab gabul

2. Penjua (bai’) dan pembeli (musytari)

3.0byek jua beli barang dan harga (tsaman)

Murabahah sangat berguna bagi seorang nasabah yang membutuhkan barang
secara mendesak tetapi kekurangan dana. Nasabah dapat meminta kepada bank untuk
membiayai pembelian barang yang dibutuhkan dan bersedia membayarnya kembali
pada saat yang ditentukan. Harga jual kepada nasabah adalah harga beli pokok

ditambahkan margin keuntungan yang disepakati. Pemilikan (ownership) dari barang
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yang dipesan dapat dialihkan kepada nasabah secara proporsional sesuai dengan
angsuran yang telah dibayar. Dengan demikian barang yang dibeli berfungsi sebagai
agunan sampai seluruh biaya dilunasi. Bank syariah diperkenankan juga meminta
agunan tambahan dari nasabah yang bersangutan.’* Hal ini sebagaimana dijelaskan
dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang Perbankan bahwa agunan adalah jaminan
tambahan yang diserahkan nasabah, debitur kepada bank dalam rangka pemberian
fasilitas krex 1t ata'. mrembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Untuk menjage « a-ha yang tidak diinginkan, kedua belah pihak (bank dan
nasabah) harus mema'.i peraturan yang disepakati bersama, yaitu bank harus
mendatangkan barang yang v r-benar memenuhi pesanan nasabah, bak jenis,
kualitas atau sifat-sifat lainnya. Serargkcn bagi nasabah, jika barang telah sesuai
dengan ketentuan dan ia menolak urituk =+ mbelinya maka bank berhak untuk
menuntutnya secara hukum. Hal ini merupakur konsonsus para yuridis Islam, karena
pesanan dianal ogikan dengan hutang (dhimmah) yang Y rus ditunaikan.*?

Ketentuan hutang dalam pembiayaan murabahah t ¥v-ang dalam fatwa DSN
no.04/DSN-MUI/1V/2000 menyatakan bahwa:

1. secaraprinsip, penyelesaian hutang tidak ada kaitannya dengan transaksi lain.

Jika nasabah menjual barang dengan keuntungan atau kerugian ia tetap

berkewajiban untuk menyel esaikan hutangnya kepada bank.

Hsutan Reny Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Indonesia
(Jakarta: Pustaka Utama, 1999), h. 65

2Makhalul 1lmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Y ogyakarta: UUI
Pres, 2002), h. 38
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2. Jika nasabah menjual barang:

3. jikanasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank
harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali atau berdasarkan
esepakatan.

1. sebelum masa angsuran berakhir, dia tidak wajib segera melunasi hutangnya
seluruhnya.

2. men ebab! . kerugian dia harus tetap menyelesaikan hutangnya sesuai
kesepakatan aw

3. tidak boleh mer ~perlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu
diperhitungkan.

Murabahah dapat juga dila (".an untuk pembelian seara pemesanan dan
biasanya disebut dengan “murabahai Kerzu.. Pemesan Pembelian” (murabahah
KPP). Artinya, produk/barang yang diinginkzn tidal. dimiliki oleh penjual. Hal ini
dinamakan demikian, karena penjual semata-inac mo.gadakan barang untuk
memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. M ire'.ahah KPP umumnya
diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembiayaan barang-barang investasi, baik
domestik maupun luar negeri, seperti melaui letter of credit (L/C).

Secara umum, L/C merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan
nasabah (biasanya importir) untuk menyediakan dan membayar sgumlah uang

tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir), yang disebut
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juga dengan kredit berdokumen,®® L/C ini merupakan salah satu jasa bank yang
diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang termasuk barang
dalam negeri (antar pulau). Pembukaan L/C oleh importir dilakukan nasabah melalui
bank yang disebut opening bank, sedangkan bank eksportir merupakan bank
pembayar terhadap barang yang diperdagangkan. Dalam ha ini  eksportir
berhubungan dengan bank pembayar atau disebut advising bank.

Dala n pert.ekan syariah, caraini paling banyak digunakan karena sederhana
dan tidak terlalu asiry bagi yang sudah bisa bertransaksi melalui perbankan.
Kaangan perbankan s -siah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara
berkelanjutan (roll over eveiyiee1) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya
murabahah adalah kontrak jangka ronu> dengan sekali akad. Dengan prinsip
murabahah bank dapat memberikan fasilitas i« pada nasabah untuk membuka letter
of credit dan membelikan barang yang dipei.’ ke nya. Pembiayaan dengan fasilitas
letter of credit dapat dilakukan sebagai berikut:

1. nasabah memberikan kepada bank syariah keb ituvt.an fasilitas letter of
creditnya dan meminta bank untuk membeli atau mengimpor barang dengan
kesediaan nasabah untuk membeli barang dimaksud dari bank ketika barang
datang dengan perinsip murabahah.

2. bank melalui agennya (bank devisa tertunjuk) mengeluarkan letter of credit

dan membayarkan kepada negotiating bank dengan uang bank.

13K asmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), h.
153
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3. selanjutnya bank syariah menjual barang kepada nasabahnya dengan harga
yang telah disepakati, yaitu biaya yang ditambah dengan margin keuntungan
dengan perinsip murabahah pembayaran dilakukan secara tangguh.

1. padasaat jatuh tempo nasabah membayar kepada bank

2. selamaharga jua belum dilunasi oleh nasabah barang masih menjadi jaminan

bank .14

3. Pembentukan “ <ad Murabahah

Akad adalah st =lu perikatan antara ijab dan gabul dengan cara-cara yang
dibenarkan oleh syara’, yang n.2n :tarkan adanya akibat hukum pada obyeknya. ljab
adalah pernyataan pihak pertama, s d-.1gian gabul adalah pernyataan pihak kedua
untuk menerimanya. ljab dan qgabul ini dilak!'o i dengan maksud untuk menunjukkan
adanya sukarela timbal balik terhadap akac var.q cilakukan oleh dua pihak yang
bersangkutan. Agar suatu akad dipandang terjadi haruc r.ipe. hatikan rukun dan syarat-
syaratnya sebagaimana telah diuraikan diatas. Penjual (ba’’') ~.an pembeli (musytari)
adalah sebagai pendukung hak. Di dalam figih Islam pendukung hak adalah manusia
yang memiliki berbagai macam hak dan kewajiban kodrati atas pemberian Allah.'®
Untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang muamalat sangat tergantung

kepada kecakapan menggunakan haknya kepada orang lain. Manusia dipandang telah

4Muhammad Syafii Antonio, Op.cit, h. 27

15 Ahmad Azhar Basyir, “Asas-asas Hukum Muamalat™ (Y ogyakarta: Ull Pres, 2000), h. 27
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mempunyai kecakapan hukum yang sempurna apabila telah akil balig artinya tidak
sgja ditentukan oleh batasan umur sga tetapi juga ditekankan pada adanya
kematangan pertimbangan akal (rusyd).

Sedangkan di dalam hukum perdata yang disebut dengan subyek hukum
adalah pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari orang (natuurlijk persoa) dan
badan Hukum (recht person). Pada asasnya semua orang dapat mempunyai hak dan
biasanya jug a cak s> melakukan perbuatan hukum tetapi undang-undang menetapkan
golongan orang-orang . rtentu dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
(pasal 330 BW).

Badan hukum ini c'a. 1 adeng-undang dianggap sebagai manuisa yang
mempunyai hak dan kewajiban huku n'r'a~g dimaksud dengan Badan Hukum adalah
sekelompok orang yang menggabungkan iz Jalam perkumpulan dan merupakan
suatu kasatuan yang berdiri sendiri dan me rpuaye tujuan dan kekayaan sendiri,
pengurusnya melakukan perbuatan hukum.'® Lilins. fovi yang mengurus dan
mengatur badan hukum ini dibagi dalam dua golongan :

1. Badan Hukum Privat dibentuk dan diatur oleh hukum privat seperti yayasan,
koperasi, Perseroan Terbatas.
2. Badan Hukum Publik dibetuk dan diatur oleh hukum publik seperti negara,

propinsi.

16 Bachsan Mustafa, Asas-asas Hukum Perdata (Bandung: Armico, t.th.), h. 13
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Barang (mabi’) merupakan obyek akad dalam hal ini adalah barang yang
dibutuhkan oleh nasabah. Agar sesuatu akad dipandang sah maka obyeknya
memerlukan syarat-syarat sebagi berikut :

1. Obyek akad telah ada pada waktu akad diadakan, barang yang belum wujud
tidak dapat menjadi obyek akad, menurut pendapat kebanyakan fukaha sebab
hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum
wujL 1. O's karenanya, akad salam, murabahah (pesan barang) yang
manfaatnya be'c m dinikmati, dipandang sebaga pengecuaian ketentuan
umum tersebuit.

2. Obyek akad dapat ¢ty kar dan diketahui oleh kedua belah pihak yang
mel akukan akad.

3. Obyek akad dapat diserahkan pada ‘.o tu akad terjadi hal ini tidak berarti
harus dapat diserahkan seketika, yany diinal.sudkan adalah pada saat yang
ditentukan dalam akad, obyek akad dapat discr k. karena memang benar-
benar ada dibawah kekuasaan yang sah pihak yang ! ercangkutan.

Prinsip murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah, tidak sama persis
dengan definisi murabahah yang dikenal dalam kitab-kitab fikih. Murabahah yang
lazimnya dijelaskan dalam kitab-kitab fikih hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual
dan pembeli. Metode pembayarannya dapat dilakukan tunai (naqd) atau angsuran (bi
tsaman gjil). Sedangkan dalam perbankan syariah melibatkan tiga pihak. Akad
pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai pembeli) dengan penjual,

kemudian akad kedua dilakukan angtara bank (sebagai penjual) dengan nasabah bank.
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Pada umumnya bisnis, tentu baik mengambil keuntungan dari transaksi murabahah
ini. Rukun akad pertama terpenuhi yaitu ada penjual, pembeli ada barang dan ijab
gabul. Demikian juga dengan akad yang kedua, yaitu murabahah, dengan demikian
kedua akad ini sah.’

Menurut M. Umer Chapra murabahah merupakan transaksi yang sah menurut
ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal
(bank) sam ai per s asaan atas barang telah dialihkan kepada nasabah. Agar transaksi
yang demikian i1tu sah <+ cara hukum, bank harus menandatangani dua akad terpisah.
akad yang satu dengan :semasok barang dan akad yang lain dengan nasabah. Tidak
sah bagi pemasok sgja, artin, a 9 k hanya bertindak sebagai pembayar harga barang
kepada pemasok barang untuk aan i7.s rioma pembeli atau nasabah. Jika transaksi
dilakukan seperti itu, maka menurut Cnapra %« 1saksi tersebut tidak berbeda dengan
suatu transaksi yang didasarka atas bungc. L <amping itu, bank harus tetap
bertanggung jawab sampai barang tersebut benar-oer> ¢ _arahkan kepada nasabah.
Penyerahan barang itu tidak perlu dilakukan sendiri olet p'iak bank, tetapi dapat
diserahkan langsung oleh pemasok barang kepada nasabah.

Menurut pendapat Sutan Remy Syahdeni, tentang akad murabahah dapat tetap
dianggap sah sekali pun dibuat dengan satu akad sgja, yaitu akad tiga pihak, yang
perlu dijaga adalah bahwa dalam akad itu bank, bertindak untuk dan atas nama

nasabah. Hukum perjanjian Indonesia sebagaimana diatur dalam BW, memungkinkan

YAdiwarman Karim, Islam dan Perbankan Syariah, (Jakarta: Karim Business Consulting,
2001) h. 11.
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diperjanjikannya dua transaksi dalam satu perjanjian dengan tiga pihak. Dalam
transaks murabahah antara yang pertama (antara bank dengan pemasok barang)
dengan transaksi yang kedua (antara bank dengan pembeli/nasabah) terkait satu
dengan yang lain. Tidak dimungkinnya kedua transaksi itu diperjanjikan dalam satu
dokumen perjanjian, dapat menyebabkan transaksi murabahah menjadi tidak menarik
bagi bank. Jika kedua transaksi tersebut harus dibuat dengan dua perjanjian terpisah,
bank dapat dihar’s»kan pada resiko kemungkinan barang, tidak jadi dibeli oleh
nasabah. Misalnya : !c'ena perjanjian antara bank dan nasabah dibatalkan oleh
nasabah. Bank juga ak >.1 menghadapi resiko dituntut oleh pemasok barang apabila
membatalkan pembelian tucne tersebut karena alasan nasabah membatalkan
pemesanan barangnya. Harus disad ri oear bahwa bank pada akhirnya bukanlah
pedagang barang, tetapi pedagang jasa '‘wiangan yang memberikan fasilitas
pembiayaan.

Pembiayaan murabahah dapat dilaksanakan = su7. persyaratan-persyaratan
yang ditentukan dan disetujui oleh Komite Pembiay @ Selanjutnya barulah
dilaksanakan akad murabahah. Persyaratan yang dimaksud dibuat dalam bentuk
proposal oleh bagian marketing yang berisi tentang data-data lengkap dari nasabah,
baik mengenai identitas diri nasabah maupun perusahaannya. Kemudian proposal ini
diserahkan kepada Komite Pembiayaan untuk dipelgari dan dipertimbangkan.

Mengenai kewenangan Komite Pembiayaan, dalam ha menyetujui jumlah/besar

18 sutan Reny Syahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Indonesia
(Jakarta: Pustaka Utama, 1999), h. 66.
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pembiayaan adalah untuk kantor cabang sampa pembiayaan maksima Rp
500.000.000,- (lima ratus juta) untuk usaha dan Rp 150.000.000,- untuk perorangan
selebihnya dari itu adalah kewenangan Komite Pembiayaan tingkat yang lebih atas.
Di samping itu, Komite Pembiayaan juga melihat langsung kondisi nasabah atau
perusahaannya. Jika dianggap masih disertai dengan beberapa syarat lagi, misanya
harus memperbaiki syarat-syarat yang diajukan dalam proposal.

Akad Hertar.e dilakukan oleh Bank sebagai pembeli dengan supplier (pemasok
barang) dalam hal ini riapat berupa MoU (Memorandum of Understanding) atau
faktur pembelian baran * Setelah barang sah menjadi milik pembeli (Bank) kemudian
baru dilaksanakan akad murzwah? n dengan nasabah yang berisi tentang kesepakatan
antara bank dengan pembeli, baranc, » anc dibeli yang sesuai dengan pesanan atau
permintaan nasabah (baik ciri-ciri, kudlitas =« rk, jenis dan sebagainya). Demikian
juga harga yang telah disepakati yaitu hargs pckol. ditambah margin keuntungan
yang dikehendaki oleh bank dan telah disepakati vero= na ‘ang dicantumkan dalam
akad tersebut, serta cara pembayaran yang akan dilakukar o1.n nasabah. Jika dalam
pembelian barang, ada potongan harga dari pemasok, maka potongan harga tersebut
tidak boleh diberikan kepada bank, melainkan dimasukkan sebagai pengurangan
harga (menjadi milik nasabah).

Misalnya : harga barang rp 10.000.000,- kemudian ada potongan harga Rp
500.000,- maka harga pokok pembelian yang diberitahukan kepada nasabah adalah
sebesar Rp 9.500.000,- jadi bank tidak boleh mengambil/menerima potongan harga

tersebut, karena potongan harga tersebut adalah menjadi milik nasabah. Tetapi jika

106



potongan harga diberikan setelah terjadinya akad murabahah, maka pembagian

potongan harga tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan dan harus dicantumkan

dalam akad kemudian ditanda tangani. Sesuai dengan fatwa DSN No 16/DSN-

MUI/1X/2000 tentang Diskon/Potongan dalam Murabahah :

1. Potongan pembelian dari pemasok barang

1

Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati
ole', '<edua belah pihak baik sama dengan nilai barang menjadi obyek
jual beli; r2bih tinggi atau lebih rendah.

Harga d 'am jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang
diperlukan dit.ihe' 1 keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Jika dalam jua beli rrabrhah bank mendapat diskon dari supplier
harga sebenarnya adalah haro= & .elah diskon karena itu diskon adalah
hak nasabah.

Jika pemberian diskon terjadi setelan a7 d, ».ombagian diskon tersebut
dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimu i ¢ 41am akad.

Dalam akad pembiayaan diskon, setelah akad hendaklah diperjanjikan

dan ditanda tangani.

2. Potongan pelunasan dari bank menggunakan salah satu cara sebagai berikut ;

1

Jika diberikan saat penyelesaian, maka bank mengurangi piutang
murabahah dan margin (keuntungan).
Jika diberikan setelah penyelesaian, maka bank menerima pelunasan

piutang, kemudian bank memberi potongan (mengurangi margin).
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Potongan atau pengurangan dilakukan bank, ketika nasabah mampu membayar
pelunasan lebih awal dari waktu yang diperjanjikan. Pengurangan pembayaran hutang
nasabah ini tidak dapat diidentikkan dengan kebijakan hair cut oleh bank dalam
penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, sertatidak dapat dikatakan sebagai
fenomena berubahnya harga. Misalnya barang yang dijual menjadi Iebih murah dari
harga semula pada akad murabahah ditanda tangani, karena perubahan seperti ini
memang tid k dib.,arkan dalam gjaran syariah Islam. Tetapi lebih merupakan bagian
dari kompensas (rukbs h) yang diberikan bank kepada nasabah yang berprestasi.
K ebijakan seperti ini la *.n diwujudkan dalam bentuk hibah atau bonus. °

Apabila daam pembciicn darang, bank menunjuk orang lain atau bahkan
nasabah yang bersangkutan atas nan a bar,'” untuk membeli barang yang diinginkan,
maka dalam hal ini akad yang digunakan ad~' =i+ akad wakalah, artinya bank memberi
kewengan atau kuasa kepada pihak lain (nasalsch ctaL orang yang ditunjuk) mengenai
apa yang harus dilakukannya dari penerima kKuas <.ama batas waktu yang
ditentukan.?® Setelah pembelian selesai, maka barang ters 017, kemudian diserahkan
kepada bank, selanjutnya baru dilakukan penjualan barang tersebut kepada nasabah
dengan akad murabahah. Akad murabahah baru boleh dilaksanakan setelah barang

tersebut sah menjadi bank.

1% Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah (Y ogyakarta: UUI
Pres, 2002), h. 38

D 1bid., h. 45
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Setelah akad murabahah selesai dilaksanakan, kemudian dilakukan akad
pengikatan jaminan. Dalam perbankan syariah prinsip al-rahn dapat dipakai sebagai
fasilitas akad pengikatan jaminan. Yang dimaksud dengan al-rahn adalah menahan
salah satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.
Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil
kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan al-rahn
adalah seme :am j~.rinan utang atau gadai.?*

Aplikasinya dala".i perbankan syariah dapat dipakai dalam dua hal yaitu :

1. Sebaga produk r.aengkap, artinya sebagai akad tambahan jaminan collateral
terhadap produk lair >epati dalam pembiayaan murabahah. Bank dalam
menahan barang nasabah sebi o7 kv nsekuensi akad tersebut.

2. Sebagal produk tersendiri di peber-p . negara Islam, akad al-rahn telah
dipakai sebagai aternatif dalam pegslaion onvensional. Bedanya dengan
pegadaian biasa, dalam al-rahn nasaban rak dikenakan bunga, yang
dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, perr a1r.araan, penjagaan serta
penaksiran.?? Perbedaan utama antara biaya al-rahn dan bunga pegadaian
adalah sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara

biaya al-rahn hanya sekali dan ditetapkan dimuka.

21 sutan Remi Syahdeni, op.cit., h. 75-76.

2 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan di Indonesia, (Bandung : Citra
Aditya Bhakti, 2000), h. 216
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Mengenai pengikatan jaminan di Bank Muamalat Indonesia, tidak
menggunakan prinsip al-rahn sebagai produk pelengkap dari akad pembiayaan
murabahah, tetapi menggunakan fasilitas lembaga-lembaga jaminan yang ada
tergantung pada benda atau obyek yang dijadikan jaminan, misalnya menggunakan
lembaga jaminan fidusia untuk barang-barang yang dipakai untuk usaha,
menggunakan lembaga hak tanggungan bagi obyek yag berupa atau benda tidak
bergerak atiu me «gunakan jaminan piutang dengan perjanjian cessie. Pada bank
Muamalat, di sampine i gunan berupa berupa benda yang dijadikan usaha, agunan
dapat berupa dokumen- *okumen, misalnya :

1. Surat pernyataan Kegue Ir stansi yang bermaterai
2. Surat pernyataan bagian gqgji i teu personalia
3. Surat kuasa potong gaji

Dokumen-dokumen tersebut di atas merpekar bagian yang tidak terpisahkan
dari perjanjian murabahah.

Jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-U 107 g no. 42/1999 tentang
jaminan fidusia, dalam pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa fidusia adalah
pengalihan hak kepemilikannya suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan
bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik
benda. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas
benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak
bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

sebagaimana dimaksudkan dalam Undng-Undang no. 4 tahun 1996 tentang Hak
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Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan
pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.?®
Dari definis tersebut di atas jelaslah bahwa fidusia dibedakan dengan jaminan
fidusia. artinya jika fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan,
sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Dari
pengertian f dusie <apat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan
kepemilikan atas dass. kepercayaan dengan janji barang atau benda yang hak
kepemilikannya dialihk >1 tetap dalam penguasaan pemilik barang atau benda. Hal ini
dimaksudkan semata-mata szucae’ jaminan pelunasan utang, bukan untuk seterusnya
dimiliki oleh penerima fidusia. Set arun.ana dinyatakan dalam pasal 33 Undnag-
Undang no. 42/1999 tentang jaminan fidusi~ r.ahwa setiap janji yang memberikan
kewengan kepada penerima fidusia untuk ‘merviliti benda yang menjadi obyek
jaminan fidusia apabila debitur ingkar janji akad batal :mi ukum.
Dalam pasal 3 Undang-Undang no. 42/1999 dinyat &k~ dengan tegas bahwa
Undang-Undang Jaminan fidusia ini tidak berlaku terhadap :
1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang
peraturan per-Undang-Undangan menentukan jaminan atas benda-benda
tersebut wajib didaftar, tetapi bangunan di atas milik orang lain yang tidak

dapat dibebani hak tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.

2 Gunawan Widjgja & A. Yani, Jaminan Fidusia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), h.
128-129
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2. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m? atau lebih.
3. Hipotik atas pesawat terbang.
4. Gadal.

Pasa 4 Undang-Undang Jaminan fidusia dengan tegas menyatakan bahwa
jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang
menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa
memberikar sesu~.r’, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai
dengan uang.

Sebagai perjanjia » assesoir memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Sifat ketergantungan ianer.ap erjanjian pokok.
2. Keabsahannya semata-maia d € itu,*an oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebaga perjanjian bersyarat, niaka by a dapat dilaksanakan jika ketentuan

yang disyaratkan dalam perjanjian pokok tular atau tidak dipenuhi.

4. Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Al-Murabe 12".

Dalam pembiayaan murabahah selain uang muka yang dapat melindungi bank
dari kelalaian nasabah dalam melakukan pembiayaan murabahah, bank juga dapat
meminta pada nasabah dengan jaminan.

Jaminan atas utang pada dasarnya di Bank Syariah bukan sebagai rukun atau
syarat mutlak yang ada dalam pembiayaan. Di dalam Al-Qur’an memerintahkan umat
untuk menulis tagihan utang mereka dan jika perlu meminta jaminan atas utang

tersebut. Jaminan atas utang itu adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa hak-
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hak dari bank tidak akan dihilangkan, dan untuk menghindari diri dari “memakan
harta orang secara bathil”, selain itu jaminan ini berfungsi sebagai pendukung
keyakinan bank atas kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan yang
diterimanya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam Bank Syariah, jaminan bukanlah ha yang penting dalam keputusan
pembiayaan. Hal ini dikarenakan kritikan Bank Syariah terhadap Bank Konvensional
sebagai “cienta: jaminan” (security oriented),?* namun menurut bankir
konvensional mengate'.«n bahwa jaminan bukan merupakan faktor penting dalam
usulan peminjaman teti =« nasabahlah yang menjadikan jaminan sebagai aktor utama
untuk mengabulkan permintces . e Miriamannya kepada bank.

Bank Syariah juga menerapk i jarn-inan kepada nasabahnya atas pembiayaan
yang diberikan. Bentuk jaminan yang ulterar'io« pada Bank Syariah adalah mengacu
pada bentuk jaminan yang diterapkan pada ba '« konv ansional.

Jenisjenis lembaga kebendaan yang digunasn r.ada Bank Syariah sama
seperti yang diberlakukan pada Bank Konvensional, yaitu :

a. Hak Tanggungan untuk jaminan benda tidak bergerak seperti tanah dan
bangunan, tanah atau benda-benda lainnya yang merupakan objek jaminan
hak tanggungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak Tanggungan.

b. Hipotik untuk bendatidak bergerak selain yang diatur dalam UUHT.

2 1bid., h. 136
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c. Gadai untuk jaminan bendatidak bergerak dan bergerak.

d. Fidusia untuk jaminan benda bergerak seperti mobil, motor, mesin-mesin dan
barang persediaan dan benda tidak bergerak seperti tagihan piutang yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia
Lembaga jaminan yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan

murabahah  dalab i dusia?® karena lembaga jaminan fidusia memiliki kelebihan yaitu
barang yang dijadiker. jaminan tetap berada ditangan nasabah peminjam dana
sehingga bisa digunake = untuk usaha mereka, sedangkan keuntungan yang diterima
oleh bank yaitu bank tidak gt rienneluarkan biaya untuk memelihara dan menjaga
barang jaminan.

Dalam hal ini yang menjadi pejanii==  okok adalah pembiayaan murabahah
dan jaminan fidusia sebagai perjanjian tambat.enn,a, arenasifat dari jaminan fidusia
adalah sebagal perjanjian tambahan (accessoir) darl s74u *,>rjanjian pokok sehingga
menimbulkan kewajiban bagi nasabah peminjam dana untu' r-menuhi prestasi.

Subyek pembebanan jaminan fidusiaantaralain :

a. Bank sebaga penerimajaminan

b. Nasabah pembiayaan murabahah sebagai pemilik dana dan jaminan

% Mengenai objek jaminan fidusia di Bank Syariah tidak selalu mengenai benda-benda
berwujud, tetapi juga piutang-piutang yang dimiliki oleh nasabah peminjam dana selalu dan otomatis
mengikuti atau menjadi jaminan dari pembiayaan yang bank berikan.
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c. Pihak ketiga sebaga pemilik barang jaminan fidusia dalam hal nasabah
pemilik dana bukanlah pemilik barang jaminan fidusia

Objek jaminan fidusiadi Bank Syariah adalah :

a. Kendaraan bermotor seperti mobil dan motor
b. Mesin-mesin, barang-barang perdagangan
c. Piutang-piutang atas nama nasabah peminjam dana

Penc yuna~', iaminan fidusia pada Bank Syariah dalam prakteknya terdapat
klausul didalam akad r< nbiayaan murabahah yang dibuat dengan akta notariil yang
dapat memperkuat Bi < Syariah atas jaminan yang dijaminkan yaitu nasabah
penerima pembiayaan tidak Lc'el menjua barang-barang yang pembeliaannya oleh
pihak bank dan benda-benda lain y iy aiadikan barang jaminan sampai utangnya
lunas, sehingga apabila nasaba peneriina pe~. .ayaan melanggar, maka bank dapat
menggugat nasabah ke pengadilan dengan dacz w N estasi.

Wanprestasi terjadi apabila nasabah peminjan der.a cedera janji atau tidak
menepati waktu yang telah ditentukan kepada bank, olel k<.ena itu bank sebagai
penerima fidusia dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut dengan cara menyita
dan menjual atau melelang yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hasil eksekusi atas objek jaminan fidusia terdapat dua kemungkinan, yaitu :

1. Apabila hasil dari eksekusi melebihi dari nilai penjaminan maka bank wajib
mengembalikan kelebihan tersebut kepada nasabah peminjam dan/atau yang

memberikan fidusia
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2. Apabila hasil eksekusi kurang dari nilai penjaminan maka nasabah peminjam
dan/atau yang memberikan fidusia wajib menambahkan kekurangannya
kepada bank.

Penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan di dalam praktek sudah sesuai
dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist, karena dalam pembiayaan
murabahah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah,
apabila ruku nya “.'4ah terpenuhi tetapi syarat-syarat tidak dipenuhi dari setiap rukun
tersebut, maka rukunnvs didak sah.

Jaminan fidusi¢ pada perbankan syariah bukan sebagai rukun atau syarat
mutlak yang ada dalam pemtic./a7n. Di dalam Al-Qur’an memerintahkan umat untuk
menulis tagihan utang mereka dan j k< pcrlu meminta jaminan atas utang tersebut.
Jaminan atas utang itu adalah salah sawu car= wrtuk memastikan bahwa hak-hak dari
bank tidak akan dihilangkan, dan untuk meng/incari diri dari “memakan harta orang
secara bathil”, selain itu jaminan ini berfungsi sepay2 pc.dukung keyakinan bank
atas kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan ye'.g diterimanya sesual

dengan yang diperjanjikan.

5. Mode Akta Yang Digunakan Pada Pemberian Fidusia Dalam
Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Kegiatan perbankan khususnya

dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah atau peminjam dibutuhkan suatu bukti

otentik yang merupakan salah satu yang dapat dijadikan pembuktian tertulis, yaitu
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akta otentik. Akta otentik dalam transaksi perbankan syariah dibuat oleh notaris
sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik.

Akta otentik sebagai alat terkuat dan mempunyai peranan penting dalam
setigp hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik menentukan
secara jelas hak dan kewajiban dan menjamin kepastian hukum.

a. Dasar Hukum Jaminan Fidusia Dan Penggunaan Akta Notaris Dalam

Pemeriar. ’aminan Fidusia Di Bank Syariah.

Dalam pembiav. n pada Bank Syariah, pendapatan bagi hasil dan keuntungan
jua beli merupakan ir <crumen pembiayaan dalam Bank Syariah yang merupakan
sumber pendapatan yang dorar.an dalam Bank Syariah.

Dalam hal terjadi resiko aala 1 *.ar~aksi pada perbankan syariah dialami oleh
kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah .1 aka pihak bank menerapkan prinsip
kehati-hatian dan pembiayaan sehat untuk mumperkecil kerugian yang terjadi
diwujudkan dengan adanya jaminan dari nasabah penc:i ne .embiayaan.

Jaminan berfungsi untuk mendukung keyakinan t awv atas kemampuan dan
kesanggupan nasabah penerima pembiayaan untuk melunasi pembiayaan yang
diterimanya sesuai dengan perjanjiannya.

Dalam hukum Islam, istilah jaminan sebagaimana pasal 1820 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah kafalah, sedangkan objek yang
dijaminkan disebut dengan rahn, akan tetapi mengenai pengikatan objek yang
dijaminkan tidak diatur dan tidak dinyatakan secara rinci tetapi yang digunakan

dalam muamalat adal ah sesuai dengan kebiasaan (urf) dalam masyarakat.

117



Objek yang dijaminkan dalam rahn berada ditangan/dikuasai oleh bank dan
rahn merupakan bentuk jaminan bukan pengikatan jaminan barang, oleh karena itu
terhadap rahn digunakan gadai sebagai pengikat jaminan barang.

Pada fidusia, barang yang dijaminkan tetap berada di tangan pemberi fidusia
dan yang beralih hanya hak milik dari barang tersebut. Jaminan fidusia merupakan
salah satu jenis pengikatan barang sebagai jaminan utang yang bersifat kebendaan.

Digu 1akar 1aminan fidusia dalam perbankan Syariah merupakan salah satu
lembaga jaminan yang 4 anggap menguntungkan. Bagi bank selaku penerima fidusia,
barang yang dijadikan -uninan tidak dikuasai secara fisik sehingga bank tidak perlu
mengeluarkan biaya perawcia t rhadap barang jaminan tersebut, sedangkan bagi
nasabah pemberi fidusia sangat me icuntengkan karena selain memperoleh barang
yang pembeliannya oleh Bank Syarian denca pembiayaan murabahah, membayar
dengan angsur dan dapat menjalankan usaha1ye dengan barang tersebut sehingga
hasilnya dapat digunakan untuk membayar pembiayaa i Fank Syariah.

Adanya jaminan dalam pembiayaan Syariah dida arvan pemahaman dalam
surah Al-Bagarah ayat 283, yang menyebutkan bahwa dalam bermuamalah, barang
yang dijadikan jaminan dikuasai oleh pemberi utang, sehingga hal ini yang dijadikan
dalam rahn, akan tetapi hal tersebut dilakukan apabila satu sama lain tidak percaya

mempercayai.?®

% Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya dengan
Trandliterasi Arab dan Latin, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2001), h. 102.
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Fidusia berasa dari kata yang berarti kepercayaan. Jaminan fidusia
merupakan pengalihan hak kepemilikan yang mana pemindahan hak pemilikan yang
terjadi dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan. Inti dari
fidusia berarti adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemberi fidusia kepada
penerima fidusia, dengan demikian apabila dilihat dari penjelasan yang diuraikan
dalam Al-Qura’an surah Al-Bagarah ayat 283, maka ayat tersebut dapat dijadikan
dasar hukur dal@ . ha ini tercatat dalam catatan kaki yang merupakan keterangan
yang terkandung dalar «).S. 2: 283, yang menyatakan barang penanggungan dikuasai
oleh pemberi utang. ~enggunaan jaminan fidusia dalam pembiayaan Syariah,
sehingga tidak hanya rahn (goudt) yanq dijadikan dasar hukum pada ayat tersebut.

Jaminan fidusia dalam hukt r Sy riah tidak terinci pengaturannya karena
lahirnya rahn terlebih dahulu dari jaminan i sia, sehingga pengaturan dalam Al-
Qur’an, hadist, ijma lebih mengatur rahn, ba<ar dclam fatwa dewan syariah tidak
mengatur adanya jaminan fidusia.

Atas dasar tersebut, jaminan fidusia maupun hal la'n yv.ang tidak diatur dalam
hukum Syariah, maka berlaku hukum yang diterapkan dalam bank konvensional,
khususnya mengenai jaminan fidusia diberlakukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam hukum Islam yang mengatur mengenai Syariah adalah kegiatan
muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, sehingga dalam
perkembangannya timbul persoalan baru, karena manusia berkembang dari waktu ke

waktu.
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Dalam bidang muamalah diserahkan pada manusia dengan proses ijtihad,
seperti sabda nabi Muhammad S.A.W.: “antum a’lamu bi umuuri dunyakum”, yang
artinya kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian dan dalam hukum muamalat
menyatakan bahwa “segala sesuatunya boleh dilakukan, kecuali ada larangan dari Al-
Qur’an dan sunnah”,?’ jadi dalam bidang muamalah terdapat lapangan yang luas
sehingga kita boleh menambah, menciptakan, mengembangkan dan lainnya sesuai
dengan kebt tuhar .rasyarakat yang bermuamalah, selama “kreativitas” tersebut tidak
bertentangan dengan h-s yang dilarang dalam Al-Qur’an dan Sunnah, jadi Al-Qur’an
dan Sunnah hanya men >.up prinsip-prinsip dasar sedangkan selanjutnya diserahkan
pada masyarakat yang bermuwalh 1ntuk membuat inovasi dan kredtifitas.

Dalam pengikatan barang jan iran ;tigatidak diatur dalam ketentuan Syariah,
oleh karena itu tata cara pengikatan ternadar ¢ ang jaminan harus berpedoman pada
ketentuan yang berlaku pada hukum konve inior A sebagai ketentuan publik yang
mengikat ketentuan perbankan Syariah di Indonesia.

Pembiayaan murabahah pada perbankan Syariah rierygunakan akta notariil
yang memiliki kekuatan hukum dari pada akta dibawah tangan dan sebaga alat
pembuktian yang kuat, karenanya dalam pemberian jaminan fidusia juga
menggunakan akta notariil yang menjamin kekuatan hukum mengenai apa yang
dijadikan jaminannya, sehingga apabila terjadi cedera janji yang dilakukan oleh

nasabah pembiayaan yang juga sebagai pemberi fidusia, maka barang yang

27 Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis Figih dan Keuangan, Ed.2, Cet. 1, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada,2004), h. 9.
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dibebankan dengan jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan menggunakan akta
fidusia yang dibuat oleh notaris sebagai bukti yang kuat.

Penggunaan akta notaris dalam perbankan Syariah didasarkan pada Al-Qur’an
surah Al-Bagarah ayat 282, yang berbunyi sebagai berikut :

“wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah
seorang per ulis ¢ antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis
menolak untuk menuli annya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya,
maka hendaklah dia .nenuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu
mendiktekan dan hendaklak w2 'ertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah
dia mengurangi sedikit pun daripadi n* a. Jika yang berutang itu orang yang kurang
akalnya atau lemah (keadaannya), alau ticz« mampu mendiktekan sendiri, maka
hendaklah walinya mendiktekannya dengan Lsrna.. L an persaksikanlah dengan dua
orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak aga (£?'.si) Jua orang laki-laki, maka
(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di anr.ra orang-orang yang
kamu sukai dari para saks (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang
seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila
dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik
(utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih
dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan,
kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah
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saks apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga
saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan
pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran
kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. 2: 282)

Kandungan ayat tersebut mengandung arti bahwa dalam perjanjian yang tidak
tunai dalam hal ini adalah seperti jual beli penangguhan yang dilakukan dalam
pembiayaan mur#',7hah, maka haruslah ditulis oleh penulis dengan benar, adanya
saksi dan pihak yang i arakad serta harus mengimlakkan/mengutarakan keinginan
mereka sesuai dengan k -sepakatan secara tertulis.

Pembiayaan murabal.u. s oaral akad pokok dan pemberian jaminan fidusia
sebagal akad tambahan pada Bank S, ari=h, telah dilakukan dengan cara tertulis,
namun berdasarkan perkembangan zaman m~i.. akad yang ditulis tersebut dilakukan
oleh notaris, karena notaris adalah pejabat ', ong be wenang membuat akta otentik
yang digunakan dalam transaksi perbankan. Akta owv ik cerisi hak dan kewagjiban
bagi masing-masing pihak yang berakad dan lebih men piriyai kekuatan hukum,
yaitu akta otentik yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun isinya tidak bertentangan dengan
ketentuan Syariah Islam.

Mengingat perbedaan transaksi pada perbankan syariah berbeda dengan
perbankan konvensional, yang mana dalam transaksi perbankan syariah bebas dari
riba, maisir dan gharar, sehingga dalam perjanjian pokok, perjanjian tambahan dan

klausul-klausul umum dalam akad harus dipastikan telah memenuhi rukun dan syarat
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akad sebagai mana yang diatur dalam figih muamalah dan terbebas dari hal-hal yang
dilarang oleh syariah Islam, jadi walaupun akta otentik yang dibuat oleh notaris
dalam transaksi perbankan diperbolehkan baik dengan makna yang terkandung dalam
Al-Qur’an surah Al-Bagarah ayat 282 juga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap transaksi perbankan syariah tunduk
pada ketent @an-ke.sntuan yang terkait dengan kegiatan perbankan pada umumnya
yang mana tidak berter.ingan dengan ketentuan syariah dan perbankan syariah dapat
mengadop sistem pert~.ikan konvensional, akan tetapi apabila transaks tersebut
merupakan transaksi yang Ziore ig dan bertentangan dengan syariah Islam maka
perbankan syariah dapat menerituk a» jaannya sendiri sesuai dengan ketentuan-
ketentuan hukum syariah.

b. Model Akta Murabahah Dan Akta Fidu.ia /fang Dibuat Oleh Notaris

Pada bank Syariah Perjanjian dalam < belsan syariah mengenai
pembiayaannya dibuat dengan akta otentik oleh notaris set ap~.mana pada perbankan
umumnya. Notaris sebagal pegjabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan
memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang hukum, termasuk didalamnya
mengenai pembiayaan perbankan syariah dan juga mengenai bentuk dan isi dari akad
yang dibuat di perbankan syariah, karena pembuatan akta merupakan tugas notaris
sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris.
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Pada umumnya model akta akad pembiayaan murabahah di Bank Syariah
dibuat oleh notaris dan kerangka aktanya seperti yang disebutkan dalam Pasal 38
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, namun mengenai isi
dari tiap bagian terdapat perbedaan dengan akta notariil yang dibuat perbankan
konvensional.

1) Akta Akad Pembiayaan Murabahah

Dalan per.tisan ini yang dibahas mengena akad murabahah yang dibuat
antara bank dengan ne'« oah, yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah untuk
menjual barang yang st “ah dimiliki oleh bank kepada nasabah.

Dalam pembiayaan o ripahah pada bagian judul akta terdapat |afal
basmallah dan arti dari surah Al-Ma'd=:1 a ‘at 1 yang berbunyi “hai orangorang yang
beriman penuhilah akad perjanjian itu”, dengn kata-kata tersebut maka telah di
ikrarkan terlebih dahulu kepada para pihak ccar me)jadikan akad yang dibuat oleh
mereka harus dipatuhi sebagaimana yang telah mereke sep-.-ati bersama, karena nabi
Muhammad S.A.W. bersabda bahwa “diantara dua orang y~ g bermuamalat maka
pihak ketiga adalah Allah”. Setelah basmallah dan ayat 1 surah Al-Maidah, baru
dicantumkan nomor dan nama akad yang dibuat, dalam hal ini adalah perjanjian
pembiayaan Al-Murabahah.

Dalam perjanjian pembiayaan murabahah yang menjadi pihak pertama atau
pihak pemberi pembiayaan adalah bank sebagai penjual barang kepada nasabah,
sedangkan yang menjadi pihak kedua atau penerima pembiayaan adalah nasabah

sebagai pembeli, apabila nasabah sudah menikah maka harus mendapat persetujuan
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dari isteri maupun suami, dan dalam akta diuraikan bahwa mereka secara bersama-
sama atau sendiri-sendiri atau salah satu dari mereka (suami/isteri) menanggung
pembayaran atas pembiayaan murabahah.

Dalam promisse pada akad pembiayaan murabahah berisi tujuan penerima
pembiayaan melakukan pengajuan pembiayaan tersebut dan jenis pembiayaan apa
yang diperoleh atau digukan pada bank, selain itu dalam promisse terdapat
kesepakatan antar-.rank dan nasabah untuk mengadakan pembiayaan tersebuit.

Isi dari akta dal« 1 akad perjanjian murabahah berisi ketentuanketentuan yang
dijadikan kesepakatan sara pihak dan ketentuan yang dibuat oleh bank dalam
pembiayaan murabahah, diar.ia'an ja mengena pengertian umum yang terdiri dari:

1) Pengertian-pengertian umum J7'an, akta akad murabahah

2) Barang, harga, diskon, biaya-biaya |ai~ an cara pembayaran
3) Jaminan yang diberikan atas pembiaye 21 n uribahah

4) Ciderajanji dan penyelesaian perselisihan

5) Ketentuan-ketentuan lain

Dalam akta akad murabahah dicantumkan juga mengenai segala ketentuan
yang ada dalam pembiayaan murabahah yang dituangkan dengan akta otentik yang
dibuat oleh notaris, sedangkan hal-hal yang belum diatur dalam akta tersebut tunduk
pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2) AktaJaminan Fidusia pada Bank Syariah
Pemberian jaminan fidusia pada Bank Syariah lahir sebagai penanggungan

dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank dengan nasabah penerima pembiayaan,
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apabila nasabah penerima pembiayaan wanprestasi maka barang yang dijadikan objek
jaminan fidusia dapat dieksekusi sebagai ganti untuk pembayaran pembiayaan.

Dalam pemberian jaminan fidusia, Bank Syariah menggunakan akta notaris,
hal ini dilakukan untuk melindungi bank atas pembiayaan yang diberikan kepada
nasabah penerima pembiayaan dan objek jaminan fidusia dapat dieksekusi.

Akta notaris dalam pemberian jaminan fidusia yang merupakan akad
tambahan d ri pe.miayaan murabahah. Akta jaminan fidusia di Bank Syariah pada
dasarnya sama dengs.: akta jaminan di bank konvensional, namun terdapat
perbedaan-perbedaan d' . itara keduanya, yaitu diantaranya:

1. Pada kepala akta;aniran fidusia yang dibuat Bank Syariah adanya lafal

Basmallah, sedangkan di E arx k onvensional tidak ada kata tersebut.

2. Pada premisse akta , objek jamirch fidusia dan besarnya nilai objek
jaminan disebutkan dan diuraikai1 seneri halnya pada premisse akta
jaminan fidusia di Bank Konvensional, sc”anc’ian dalam premisse akta
jaminan fidusia di Bank Syariah disebutkan ji~nlha seluruhnya dari
besarnya pokok dan margin pembiayaan dan juga dicantumkan bahwa akta
jaminan fidusia ini didasarkan pada akta akad murabahah yang merupakan
sebagai akad utamanya.

Penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan di dalam praktek sudah sesual

dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadist, karena Al-Quran
memerintahkan umat untuk menulis tagihan utang dan jika perlu meminta jaminan

atas utang tersebut. Dalam surat Al-Bagarah ayat 283, yang menyatakan adanya
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jaminan dalam bersyariah dan merupakan dasar hukum adanya pemberian jaminan
fidusia pada Bank Syariah. Ayat ini bukan hanya dasar bagi ar-rahn yang merupakan
akad tambahan dalam perbankan syariah tapi juga dasar bagi akad tambahan lainnya
termasuk didalamnya adalah jaminan fidusia. Pemberian jaminan fidusia pada Bank
Syariah tidak diatur secararinci dalam hukum syariah, maka digunakannya ketentuan
yang mengatur jaminan fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fic usia ¢ dasar hukum yang mengatur dalam kaitannya dengan perbankan

syariah menggunakan 75's “lex spesialis derogat lex generalis”.

B. Tinjauan Hukum Ekc..wmi Svariah terhadap jaminan fidusia sebagai
jaminan pada akad Murabahah

Perbankan sebagai lembaga keuancz: mempunyai banyak nilai strategis
dalam kehidupan perekonomian nasional bai'c <begai lembaga intermediasi bagi
sektor-sektor yang terlibat di dalam suatu perekonor i an »aupun sebagai perantara
pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funr.s) dengan pihak-pihak
yang kekuranagn dana yang memelurkan dana (lack of funds).?® Dengan demikian
perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan pembiayaan untuk
membiayai kebutuhan pembiayaan tersebut serta melancarkan mekanisme sistem

pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

&Syprianto, “Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) di Lingkungan Bank Perkreditan
Rakyat (BPR) Dalam Rangka Menyalurkan dan Pinjaman”, Tesis Surabaya: Program Pasca Sarjana
Universitas Airlangga, 2002, h. 3
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Dalam kegiatan perkreditan dan pembiayaan tersebut, fenomena ekonomi
yang terlihat mendesak untuk ditanggulangi adalah interaksi umat I1slam dengan bank.
Bank-bank konvensional yang ada sekarang ini menawarkan sistem bunga,
sedangkan Islam melarang adanya riba dan setiap pelanggaran atas ketentuan ini
merupakan perbuatan dosa kepada Allah. Oleh karma itu, diperlukan lembaga
perbankan yang Islami yang bebas dari praktek-praktek riba, tidak bersifat spekulatif,
pembiayaan kegi7.~1 usaha riil sehingga umat Islam dapat menyalurkan investasi
sesual syariah.

Perbankan syar' 7.1 adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroprasi
sesuai dengan prinsi-prinsip 2ve 1ah sumber dana yang didapatkan harus sesual
dengan syariah dan aokas invesas. yang dilakukan bertujuan menumbuhkan
ekonomi dan socia dngan nilai-nilai syariah”® Menurut Amin Aziz, yang dimaksud
dengan Bank Islam (bank berdasarkan syarial. 'sle.m) adalah lembaga perbankan yang
menggunakan sistem dan oprasinya berdasarkan syar.ab 'dam. Ini berarti opras
perbankan mengikuti tata cara berusaha mampu perjanjia; p~.usaha berdasaran Al-
Quran dan Hadis, dan buakan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntut
oleh Al-Qura. Dalam oprasinya Bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan

imbalan lainnya sesuai dengan syariah Islam, tidak menggunakan bunga.*°

2Gaid Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global (Jakarta: Zikrul
Hakim, 2004), h. 127.

OAmMIn Aziz,“Mengembangkan Bank Islam di Indonesia” dalam Aspek-aspek hukum
perbankan di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 11
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Penerapan syariah di bidang lembaga keuangan di Indonesia dimulai dengan
berdirinya lembaga keuangan Bait al-Tanwil yang berstatus badan hukum. Hal ini
didorong oleh keluarnya deregulasi perbankan paket 1 Juni 1983, yang sudah
membuka belenggu perbankan oleh pemerintah. Dengan dibebaskan penentuan besar
bunga masing-masing bank, maka suatu bank dapat menetapkan besar nol persen
(0%) yang memungkinkan beroprasinya bank tanpa bunga dengan dasar bagi hasil
keuntungan.

Sebagali pelopr. bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia telah
menetapkan misinya ! «uk mengambil bagian katalisator dalam pengembangan
institusi  keuangan syariah ' indonesia. Bank Muamalat secara aktif turut
memberikan masukan dalam merum s'.an 'JU NO.10 tahun 1998 tentang perubahan
UU NO. 7 tahun 1992 tentang perbaikan. iu a menetapkan prisip-prinsip syariah
sebagal salah satu sistem perbankan Indonesiu Ki9a uhan dan kesesuaian syariah ini
pertama yang dituntut adalah masyarakat secara umur . 0-.» para pemegang amanat
untuk menjalankan syariat islam secara baik dan kaffa'i, *:masuk dalam bidang
ekonomi, karna itu keterlibatannya dengan ekonomi syariah berangkat dari akidah
atau idiologi yang akan mengalahkan potensi segala pertimbangan pragmatis
sehingga menjadi potensi bagi pengembangan ekonomi syariah.

Setelah lahirnya UU NO. 10 tahun 1998 Tentang perubahan atas UU NO. 7
tahun 1992 Tentang Perbankan untuk selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan,
maka dapat menampung kebutuhan adanya keberadaan bank syariah di Indonesia.

Dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang Perbankan disebutkan bahwa yang dimaksud
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dengan pembiayaan adalah pembiayaan berdasarkan perinsip syariah adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarka persetujuan
atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk megembalikan uang atau tagiha tesebut setelah jagka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil.

Bentuk jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan pelaksanaan
dari sistem ekon~mi Islam yaitu perinsip-prinsip muamalah berdasarka syariah.
Salah satu landasan reaigakuan secara hukum atas bentuk jasa dan pembiayaan
berdasarkan prinsip sy¢ - ah adalah dalam rangka untuk mencerahkan seluruh potensi
masyarakat guna menunjang w'a .saraan pembangunan nasional dan sejalan dengan
peningkatan kebutuhan masyaraka «a> jasa bank yang berdasarkan prinsip
keagamaan.

Secara garis besar produk perbankan <yarich capat dibagi menjadi tiga bagian
masing-masing adalah produk penghimpun dana, pi2Juk nenyaluran dana produk
yang berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh bank kep x07 nasabahnya. Pada sisi
penghimpun dana terdapat bentuk simpaan giro dan tabungan yang mengikuti prinsip
al-wadiah, tabungan dan deposito yang mengikuti prinsip-perinsip al-mudarabah.
Pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat ada yang berbentuk pembiayaan jangka
pendek, jangka panjang bermotif investasi atau dipergunakan untuk pemenuhan
modal kerja. Produk penyaluran dana dapat dibagi tiga macam; jual beli, bagi hasil
dan sewa menyewa. Prinsip jua beli terdiri dari (). Bay’ al-Murabahah, (b). Bay’ Al-

Salam, (c). Bay’ al-Istihsan. Prinsip bagi hasil terdiri; (a). Agad al-Mudarabah, (b).
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Agad al-Musyarakah. Prinsip sewa menyewa (Prinsip al-ljarah) terdiri sewa murni
tanpa pilihan atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan (ljarah wal
Igtina).

Produk penyaluran dana, meliputi jual-beli (bai’ al-murabahah) pada
prinsipnya adalah jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yang telah
disepakati. Artinya yaitu suatu perjanjian pembiayaan bank membiayai pembelian
barang yan( dipe ikan oleh nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan.
Tujuannya adalah unt'.» membiayal yang sifatnya konsumtif seperti rumah, toko,
mobil dan sebagainya. “cbaga firman Allah dalam Al-Quran surah a-Bagarah ayat
275 yang terjemahannya setbzyo Farikut: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba.

Dalam prakteknya, dilakukan oleh “&u k dengan cara bank membeli atau
memberi kuasa kepada nasabah untuk memk2'iken Larang yang diperlukan nasabah
atas nama bank. Pada saat yang besamaan bank n.~ju7. barang tersebut kepada
nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah se ur.ah keuntungan untuk
dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara
bank dan nasabah. Prinsip Murabahah pada umumnya diterapka pada pengadaan
barang, investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan
menyerupai pembiayaan invetas pada bank konvensional. Namun pada penerapannya

pada bank syariah perlu pengaturan lebih lanjut mengeai hal-ha teknis misalnya

SIMakrum Sumitro, Asas-Asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait Bank Muamalat
Indonesia dan Tafakul di Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 78
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tentang jaminan, hutang dalam murabahah KPP, penundaan pembayaran atau denda
keterlambatan pembayaran atau penanganan jika terjadi kebangkrutan. Hal ini untuk
mencegah rancunya klausula dalam perjanjian (kontrak) sehinga tidak sampai
menyerupai kontrak dalam bank konvensional yang ribawi.*?

Dalan melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya untuk
terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandas dengan
asas-asas de nokr~.# ekonomi, asas kepercayaan, asas kerahasiaan serta asas kehati-
hatian.

1. Jual Bdli Sebac i Karakteristik Pembiayaan

Perinsip murabahah —.nvpakan suatu konsep Islam dalam melakukan
perjanjian jua beli. Konsep ini terah 17y’ digunakan oleh bank-bank dan lembaga-
lembaga keuangan Islam untuk membiayai mzu A kerja dan pembiayaan perdagangan
para nasabahnya. Ini disebutkan dalam QS. A -BaYarch (2) : 275 yang terjemahannya
sebagai berikut: “Dan Allah telah menghalalkan jual L="i d=.» mengharamkan riba”

Jual beli adalah menukarkan barang dengan barang ai=. barang dengan uang
dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar rela
sama rela.® Menurut Syafii Antonio, pengertian murabahah adalah jua beli barang
pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Artinya suatu

perjanjian pembiayaan bank membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh

32Gemala Dewi, Aspek-Aspek Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia (Jakarta:
Prenada Media, 2004), h. 207-208.

3Rahmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2001), h 14.
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nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan.®* Dengan demikian transaksi jual
beli pada pembiayaan murabahah, penjua dalam ha ini bank selaku kreditur
memberitahukan harga barang yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan
sebagal tambahannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa (4) : 29
yang terjemahannya sebagal berikut;

“Hai oang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan
jalan yang Hatil, ~~cuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka
diantara kamu”.

Telah dijelaskan sebelumnya bahawa dalam pembiayaan murabahah, bank
bertindak sebagai pembeli ciadlirus enjual barang halal yang dibutuhkan nasabah
dengan sistem pembiayaan kemudiar.. " au saat yang bersamaan bank yang menjual
barang tersebut kepadah nasabah dengan ha ;¢ yang sebesar harga pokok ditambah
sgjumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasihal oeJa jangka waktu tertentu sesuai
dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Dai ser. hukumnya berteransaksi
dengan elemen murabahah ini adalah suatu yang dibenarki n £ 4am Islam. Karena itu
jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Mengingat pembayaran yang
dilakukan secara ditangguhkan maka bank dapat meminta jaminan atas pembiayaan
tersebut karena bank ingin mendapat kepastian bahwa pembiayaan yang diberikan

kepadah nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat yang telah disetujui

Muhamad Syafii Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan (Jakarta: Tazkia
institute, 1999), h. 121.
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bersama. Penerapan jaminan ini sesuai dengan firman Allah swt, dalam QS. a-
Bagarah (2) : 283 yang terjemahannya sebagai berikut:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai/hutang
piutang) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”

Pembebanan jaminan terhadap pembiayaan murabahah dalam prakek
perbankan <yariat digunakan lembaga Jaminan fidusia. Artinya hak jaminan atas
benda bergerak khusi'yya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagal dimaksud dal7 71 Undang-undang Hak Tanggungan nomor 4 tahun 1996
tentang Hak Tanggungan 3 a.q .eteo berada dalam penguasaan pemberi fidusia
sebagal agunan pelunasan hutang "er.envt, yang memberikan keutamaan kepada
penerima fidusia terhadap kreditur lainnya ‘ucsal 1 ayat 2 UU NO0.42 tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia).

Prinsip murabahah merupakan suatu bentuk < jar,ian jua beli yang harus
tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlal u ©'a4am muamalah Islam.
Oleh karena itu bank memberikan fasilitas kepada nasabah untuk membuka letter of
credit®dan membelikan barang yang diperlukannya. Perjanjian (akad) sebagai salah
satu cara untuk memperoleh harta dalam hukum Islam merupakan cara yang diridai

Allah dan harus ditegakkan isinya, sebagai disebutkan dalam QS. al-Maidah (5) : 1

Sletter of credit merupakan suatu pernyataan dari bank dan permintaan nasabah untuk
menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C)
dalam kasmir, “Bank dan Lemaga keuangan lainnya”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 152.
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yang terjemahannya sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, patuhilah
akad-akad itu”.

Akad secara fikih adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan gabul
(penerimaan) dengan cara yang dibenarkan hukum Islam, yang menetapkan
keridahan kedua bela pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad tidak hanya sekedar
kontrak antara dua pihak yang bertransaksi, namun ada keterkaitan dengan ketentuan
hukum Islar %

2. Konstruks Hiv um Akad Jual Beli Pada Pembiayaan M urabahah

Pada dasarnya | ~..nberian pembiayaan murabahah dapat diberikan oleh bank
syariah apabila akad pemkiay e murabahah memenuhi rukun dan syarat-syarat
sebagaimana kaidah-kaidah hukum y ary bxlaku dalam muamalat 1slam. Di samping
itu juga harus memenuhi syarat-syarac umi*, yang diatur oleh perbankan syariah.
Ketentuan umum murabahah dalam bank 5-ariah tertuang dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang .xure’.ahah. Ketentuan tersebut
di antaranya: bank dengan nasabah harus melakukan ake J r urabahah yang bebas
riba; barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam; bank
membiayai sebahagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati
kualifikasinya; dan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank

sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.

3Hashi Ash Shiddieqy, “Pengantar Figih Muamalat™ (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 21.
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a)

Syarat administratif

Syarat administratif yang harus dipenuhi adalah :

1)

2)

3)

Surat permohonon tertulis, dengan dilampirkan proposal yang memuat antara
lain; gambaran umum usaha, rencana atau proyek usaha, rincian dan
penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan
dana.

Lege itas1’7ha seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat ijin perusahan
dan tanda daft.« perusahan.Legalitas usaha ini sangat dibutuhkan, karena
dengan adanya ~‘okumen-dokumen tersebut, merupakan catatan resmi yang
dapat dipergunakan <.en rihak-pihak yang membutuhkan. Tujuan utamanya
adalah untuk memberikan e ndungan kepada nasabah/perusahan yang
menjalankan usahanya secara jujur at=w .engan iktikad baik.

Laporan keuangan seperti neraca di 1pcran labalrugi, data persediaan
terakhir, dana penjualan dan salinan “Xke.ng bank tiga bulan
terakhir.Laporan keuangan ini sangat diperlukan ol h rank karena merupakan
salah satu persyaratan pengembangan kepercayaan terhadap nasabah untuk
mendapatkan informasi yang menyakinkan bank atas kemampuan nasabah
sebagal pengelola dan dalam mencapai tujuan. Dari laporan keuangan tersebut
dapat diketahui besar aset, hutang, pendapatan dan pengeluaran dana. Tujuan
utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan manjaga
kelangsungan hidup perusahaan.Syarat-syarat barang yang dijadikan jaminan

adalah :
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b)

Jaminan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya
pembiayaan

Jaminan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam
Jaminan harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
Jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain

Jaminan itu dapat diserahkan kepada orang lain material maupun manfaatnya
Ruk In de’, 7yarat-syarat dalam akad pembiayaan murabahah

Berkaitan denci rukun dan syarat-syarat akad murabahah dalam kaidah

muamalat Islam adalah ~zpagai berikut :

Rukun akad murabahah :

1

Adapenjual (bai’)
Adapembeli (musytari)
Adabarang (mabi’)

Sgat dalam bentuk ijab gabul.

Penjual dalam hal ini adalah pihak bank, yaitu bar K ¥ ang berprinsip syariah

yang akan memberikan pembiayaan. Pembeli (musytari) adalah nasabah yang akan

menerima pembiayaan. Barang (mabi) adalah barang yang dibutuhkan oleh nasabah

dan disebut obyek akad. Sedangkan sighat dalam bentuk ijab gabul. Ijab adalah

perkataan penjual, sedangkan gabul merupakan perkataan pembeli.

Adapun syarat-syarat dalam akad murabahah adalah :

1

Pembeli (musytari) hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari

suatu barang yang hendak dibeli.
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Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar hitungan atau tambahan
harga yang ditetapkan tanpa ada sedikitpun paksaan.

barang yang dijual belikan bukanlah barang ribawi.*’

Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama
itu harus sah menurut perundang-undangan Islam.

Pembebanan Jaminan Fidusia

Peml eban~.» kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris

dalam bahasa Indones’c yang merupakan akta jaminan fidusia. Sedangkan hutang

yang pelunasannyadije *.n dengan jaminan Fidusia dapat berupa.

1

2.

Hutang yang telah acl.

Hutang yang akan timbul d kzinudian hari yang telah diperjanjkan dalam
jumlah tertentu.

Hutang yang ada pada saat eksekusi céeoa dit2ntukan jumlahnya berdasarkan
perjanjian pokok yang menimbulkan kewajibai> 'ner . 2nuhi suatu prestasi.

Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian ‘«utan atau aksesor dari

perjanjian pokok, maka demi hukum jaminan fidusia hapus bila utang yang

bersumber pada perjanjian poko tersebut dan yang dijamin dengan fidusia hapus.

Disamping itu, pasal 25 UU fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia juga hapus

S’Barang ribawi adalah semua barang yang dapat mendatangkan riba.

%Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan di Indonesia (Bandung: Citra Aditya

Bhakti, 2000), h. 89.
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karena pelepasan hak atas jaminan bahwa jaminan fidusia oleh Penerima fidusia atau
musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Setelah membahas tentang akad jual beli antara bank dengan pemasok barang,
akad murabahah antara bank dengan nasabah dan pengikatan jaminan atas benda
yang menjadi obyek dalam akad murabahah, maka kontruksi hukum akad jual beli
pada pembiayaan murabahah tersusun sebagai berikut:

1. Dild ukan J-ad jual beli antara bank dengan pemasok barang, dalam hal ini
bank membeli s arang kepada pemasok dan dibayar dengan tunai, apabila
dalam pembelic = parang bank menunjuk nasabah atau orang lain atas nama
bank, maka menggur.anan prinsip wakalah, sampai barang sah menjadi milik
bank.

2. Dilakukan akad murabahah antara cnk dengan nasabah, bank menjual
barang kepada nasabah dengan harga;cal aitu harga pokok ditambah margin
keuntungan yang telah disepakati, nasabali mar b7, ar secara tangguh sesuai
dengan perjanjian, akad ini merupakan perjanjian ov ok yang menimbulkan
perjanjian hutang piutang.

3. Dilakukan perjanjian pengikatan jaminan antara bank dengan nasabah,
perjanjian ini merupakan perjanjian ikutan (assesoir) dari suatu perjanjian
pokok dalam hal ini akad murabahah yang menimbulkan kewagjiban para
pihak untuk memenuhi prestasi, yang dapat dinilai dengan uang.

Sedangkan hubungan hukum para pihak yang timbul dari adanya akad

murabahah adalah sebagai berikut;
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1. Hubungan hukum antara bank dengan pemasok barang adalah sebagai
pembeli dan penjual, karena bank membeli dari pemasok dengan dibayar
tunai.

2. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah sebagai hubungan
kemitraan. Salah satu perbedaan antara bank Syariah dengan bank
konvensional adalah pada hubungan nasabahnya. Bank Syariah menempatkan
nasa iahnv-. nada kedudukan yang sedergjat yaitu sebagai mitra usaha, hal ini
tercemin dalam . ank, kewagjiban dan resiko yang berimbang. Sedangkan pada
bank konvensic~d hubungan hukum, antara bank dengan nasabah sebagi
debitur dan kreditur.

3. Hubungan antara pemasok rareng dengan nasabah hanya merupakan
hubungan relas antara pemesan Az penyedia barang. Pemasok dapat
menyerahkan barang yang dibeli olet” Yar k langsung kepada nasabah, tetapi
dokumen-dokumen pembelian dikirim kepada b ank 1intuk disimpan dan akan
diserahkan oleh bank kepada nasabah jika telah n e .iasi pembiayaan yang
diterimahnya.

Murabahah adalah perjanjian/akad pembelian barang oleh bank untuk
keperluan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Berdasarkan pengertian
tersebut diatas maka konstruksi hukum akad jual beli dalam pembiayaan murabahah
tersusun sebagai berikut. Akad pertama adalah akad jual beli yang terjadi antara bank
dengan pemasok barang yang dilakukan secara tunai. Dalam akad pertama ini telah

terpenuhi rukun jual beli yaitu ada penjual (pemasok barang) ada pembeli (bank), ada
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barang yang diperjual belikan yaitu barang yang dipesan oleh nasabah melaui bank,
kemudian ada harga yang dibayar secara tunai oleh bank dengan demikian barang
sudah sah milik bank. Jika untuk pembelian barang, bank menunjuk nasabah atau
orang lain maka menggunakan perinsip wakala, artinya memberi kewenangan atau
kuasa kepada orang lain, mengenai apa yang harus dilakukannya dari penerima kuasa
selama batas waktu yang ditentukan.

Sdla jutnv-. akad yang kedua adalah murabahah antara nasabah selaku
pembeli dan bank selak s penjual barang, akibat adanya jual beli barang tersebut maka
timbullah perjanjian hi *ang piutang, karena pembayaran dilakukan secara tangguh.
Akad murabahah ini meupakan perjanjian pokok karena diisyaratkan ada
jaminan/agunan, maka langkah se'ar,utiva yaitu dilakukan perjanjian pengikat
jaminan antara bank dengan nasabah, deno~ 1 \enggunakan jaminan fidusia, obyek
jaminan/agunan adalah barang yang dibeli de,’ bk merupakan benda bergerak dan
tetap berada dalam penguasaan nasabah sampa i''1as nembayaran hutangnya.
Perjanjian pengikat jaminan ini merupakan perjanjian ikuta 1 (7.ssesoir) dari perjanjian
pokok yaitu perjanjian hutang-piutang.

Mengingat bank syariah mempunyai karasteristik yang berbeda dengan bank
konvensional, maka sangat diperlukan landasan undang-undang yang khusus
mengatur pebankan syariah menjadi lebih tegas, konsiten dan komprehensif karena
selama ini bank syariah belum memiliki undang-undang yang mengatur khusus,

namun bank syariah hanya menggunakan undang-undang bank konfensional yaitu
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Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no. 7

tahun 1992 tentang perbankan.
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